PERBAIKAN PERMOHONAN 

Sengketa Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi 2015

Jakarta, 3 Januari 2016
Hal :
Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 91/Kpts/KPU-Kab-004.435177/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 bertanggal 16 Desember 2015 dan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 72/Kpts/KPU-KAB-004.435177/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 

Jakarta Pusat 

Perkenankan kami, yang bertanda tangan dibawah ini :
1] Nama

:
INDRA PUTRA, S.T.
Tempat/Tgl. Lahir
:  Pekanbaru, 29 Mei 1978           

Agama

:
Islam

Kewarganegaraan
: 
Indonesia

Alamat

: 
Komplek Perum Aur Kuning Blok B2 No. 11 RT/RW 002/003 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

2] Nama

: 
KOMPERENSI, SP. M.Si.

Tempat/Tgl. Lahir
:  Tanjung, 28 November 1973

Agama

:
Islam


Kewarganegaraan
:
Indonesia

Alamat

: 
Dusun Mekar Jaya RT/RW 005/003, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi.

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 72/Kpts/KPU-KAB-004.435177/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 dan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 74/Kpts/KPU-KAB-004.435177/VIII/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan  Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015,  yang dalam perkara ini memilih domisili hukum dikantor kuasanya tersebut dibawah ini dan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Desember 2015, telah memberi kuasa kepada:

----HERU WIDODO, S.H., M.Hum., NOVITRIANA AROZAL, S.H., SUPRIYADI, S.H., AAN SUKIRMAN, S.H. dan DHIMAS PRADANA, S.H. -----

· Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada HERU WIDODO LAW Office (“HWL”), Legal Solution and Beyond, berkedudukan hukum di Menteng Square AO-12 Lantai 3, Jalan Matraman Raya No. 30-E, Pegangsaan, Menteng, JAKARTA 10320,  Telp. 021-29614321, Faks. : 021-29614322, www.klikhwl.com,  selanjutnya disebut : PEMOHON.
terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, berkedudukan di Jalan Limuno Timur No. 49 Teluk Kuantan, Provinsi Riau.

Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 91/Kpts/KPU-Kab-004.435177/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 bertanggal 16 Desember 2015 yang diumumkan pada hari Rabu, 16 Desember 2015 pukul 15.15 WIB.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu tidak lain untuk menegakkan keadilan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi ini didasari oleh ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

3. Bahwa Landasan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 45 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil Pemilu adalah termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilukada yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil Pemilukada. 

4. Memang benar bahwa Mahkamah Konstitusi tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi, namun tetap dapat memeriksa dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat mempengaruhi hasil perolehan suara. Oleh sebab itu, terhadap peradilan pidana dan peradilan administrasi tetap dapat memeriksa dan mengadili dalam fungsi dan wewenangnya masing-masing yang terkait dengan perkara a quo;

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pengawal konstitusi dan pengawal tegaknya demokrasi dan hukum berfungsi untuk mengawal agar penyelenggaraan negara dilaksanakan sesuai dengan norma-norma konstitusi serta prinsip-prinsip demokrasi dan hukum. Prinsip-prinsip demokrasi dan hukum menempati posisi penting dalam UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, dan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”;

6. Dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, Mahkamah Konstitusi harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilukada, dengan mandasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh karena suara terbanyak dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi jika terbukti menurut hukum dan keyakinan hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus dan mengadili hasil Pemilu tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan tetapi juga termasuk mempertimbangkan dan menilai pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu;

7. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan No. 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstusi  yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum  dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.

8. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara No. 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa : ”--------- Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara aquo”. 

9. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara No. 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa ” --------berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 32 tahun 2004”.  Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (Procedural Justice)  semata-mata, melainkan juga keadilan substansial. 

10. Bahwa perkara yang diajukan oleh PEMOHON ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 9 Desembar 2015 beserta segala pelanggaran hukum  dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil,  bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural dan massif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara TERMOHON dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2  yang menyebabkan terjadinya hasil pemilihan yang dipersengketakan itu. 

11. Berdasarkan uraian tersebut diatas, sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantang Singingi Tahun 2015
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

12. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemohon sebagai salah satu pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. pasangan calon Gubemur dan Wakil Gubernur;

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau

c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.

13. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 72/Kpts/KPU-KAB-004.435177/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015  dan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 74/Kpts/KPU-KAB-004.435177/VIII/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan  Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015, Pemohon adalah pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 dengan Nomor Urut 1;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

	No.
	Jumlah Penduduk
	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan  Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh  KPU/KIP Kabupaten/Kota

	1.
	≤ 250.000
	2  %

	2.
	> 250.000 – 500.000
	1,5 %

	3.
	> 500.000 – 1.000.000
	1  %

	4.
	> 1.000.000
	0,5 %


15. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi tempat Pemohon terdaftar sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan mengikuti pemilihan sesrentak 9 Desember 2015 adalah sebanyak = 317.265 jiwa, sehingga berdasarkan ketentuan di atas, batas selisih perolehan suara yang ditetapkan dan dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah 1,5 %.  Adapun Pemohon memperoleh sebanyak 63.196 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 63.544 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 348 suara atau sebesar 0,22%. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015.

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 91/Kpts/KPU-Kab-004.435177/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 91/Kpts/KPU-Kab-004.435177/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 bertanggal 16 Desember 2015 pukul 15.15 WIB;

3. Bahwa Permohonan ini diajukan dan didaftarkan melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2015 pukul 13.17 WIB;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
IV. POKOK PERMOHONAN

4.1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:
	No.
	Jumlah Penduduk
	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan  Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh  KPU/KIP Kabupaten/Kota

	1.
	≤ 250.000
	2  %

	2.
	> 250.000 – 500.000
	1,5 %

	3.
	> 500.000 – 1.000.000
	1  %

	4.
	> 1.000.000
	0,5 %


4.2. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kuantan Singingi dengan jumlah penduduk 317.265 jiwa, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka batas perolehan suara yang ditetapkan dan dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah 1,5 %. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 63.196 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 63.544 suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 348 suara atau sebesar 0,22%. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015.
4.3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 91/Kpts/KPU-Kab-004.435177/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 bertanggal 16 Desember 2015, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut ;
	No
	Nama Pasangan Calon
	Perolehan Suara

	1.
	Indra Putra, ST - Komperensi, SP, M.Si
	63.196

	2.
	Drs. Mursini, M.Si - H.Halim
	63.544

	3.
	Ir. Mardjan Ustha, MM - Muslim, S.Sos, M.Si
	32.983

	Jumlah Suara
	159.723


4.4. Bahwa hasil akhir rekapitulasi suara pasangan calon diperoleh dari pemilihan yang telah berlangsung dengan cacat hukum sejak awal, oleh karena dukungan Partai PPP yang telah didaftarkan oleh Pemohon pada tanggal 27 Juli 2015 sebagai salah satu partai pendukung kemudian didaftarkan juga oleh Pasangan Calon No Urut 2 pada detik-detik menjelang penutupan pendaftaran tanggal 28 Juli 2015, yang diterima oleh Termohon yang dengan segala cara Termohon pada akhirnya menyatakan Partai PPP sah sebagai partai pendukung Pasangan Calon No Urut 2. Padahal, telah terang benderang, bahwa Pemohonlah yang terlebih dahulu mendaftarkan dukungan Partai PPP tersebut kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi, namun oleh karena Pasangan Calon No Urut 2 kekurangan dukungan (dalam hal tidak ada dukungan Partai PPP, Pasangan Calon No Urut 2 hanya didukung oleh Partai PDIP (1 kursi = 2,86%), Partai GERINDRA (3 kursi = 8,57%) = 4 kursi (11,43%), sedangkan SYARAT MINIMAL DUKUNGAN dalam pemilihan serentak di Kuantan Singingi adalah 7 kursi atau 20%); maka dengan berbagai cara dilakukan upaya pengganti paksa Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kabupaten Kuantan Singingi atas nama SUKEMI dan LENRIZAL yang pada tanggal 27 Juli 2015 mendaftarkan Pemohon ke KPU Kuantan Singingi, pada tanggal 28 Juli 2015 pukul 15.00 keduanya diberhentikan tanpa alasan, dan digantikan oleh Sdr YANDI ELPIUS dan M. SUNARJO, semata-mata agar supaya Partai PPP dengan Ketua dan Sekretaris DPC PPP Pengganti tersebut dapat mendaftarkan Pasangan Calon No Urut 2 ke KPU Kuantan Singingi. Pemohon sudah berupaya mengajukan sengketa melalui Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi, namun setali tiga uang dengan Termohon, alih-alih memeriksa dan memutus dengan adil, Panwaslu dalam keputusannya justru menyatakan Pemohon tidak mempunyai legal standing atau kedudukan hukum untuk mempersengketakan pengambil alihan dukungan Partai PPP oleh Pasangan No Urut 2.
4.5. Bahwa tindakan Termohon, incasu Ketua KPU Kuantan Singingi atas nama FIRDAUS OEMAR, SH memenangkan  dan berpihak kepada pasangan calon nomor urut 2 telah benar-benar direncanakan dalam sebuah pertemuan dan kedekatan Ketua KPU Kuantan Singingi  dengan Calon Wakil Bupati No Urut 2 sudah terjalin sejak lama dan keduanya telah bermitra mendirikan perusahaan dan menjalankan CV Sandi Prima, sebagaimana Pemohon buktikan dengan Akta Notaris pendirian CV Sandi Prima dengan Direktur Perusahaan atas Nama Firdaus Oemar (Termohon) dan Halim (calon Wakil Bupati Nomor urut 2) sebagai Komisaris CV tersebut, kedekatan mana terus terjalin meski Sdr Firdaus Oemar sudah menjadi Ketua KPU Kabupaten Kuantan Singingi, dibuktikan dengan adanya pertemuan keduanya menjelang dan dalam penyelenggaraan pemilihan serentak 2015 dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
4.6. Bahwa selain persoalan cacatnya penyelenggaraan pemilihan sejak awal karena diikuti dan dimenangkan oleh pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sejak awal, menurut Pemohon, hasil akhir perolehan suara pasangan calon dengan selisih 348 suara atau 0,22% tersebut tidak lain dikarenakan adanya PELANGGARAN yang terjadi di beberapa TPS yang menguntungkan Pasangan No Urut 2 yang berdasarkan UU No. 8 Tahun 2015 dan PKPU No. 12 Tahun 2015, cukup beralasan untuk DIADAKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG, dan hal tersebut sudah Pemohon upayakan dengan cara melaporkan ke PANWASLU maupun Pemohon sampaikan langsung kepada Termohon, namun kesemua upaya tersebut dimentahkan, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon untuk DIPILIH SECARA DEMOKRATIS dan FAIR, yang apabila pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak terjadi, justru perolehan suara Pemohonlah yang unggul.
4.7. Bahwa signifikansi perolehan suara, dalam hal diadakan pemungutan suara ulang, tidak lain karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan no Urut 2 hanya sebesar = 348 suara, sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di TPS-TPS, menurut peraturan perundangan cukup beralasan hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang adalah : 
1. TPS 2 Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi;

2. TPS 3 Desa Talontam Kecamatan Benai;

3. TPS 1 Desa Siberakun Kecamatan Benai;

4. TPS 1 Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah

5. TPS 3 Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah;

6. TPS 1 Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan;

7. TPS 6 Kelurahan Sungai Jering  Kecamatan Kuantan Tengah;

8. TPS 7 Kelurahan Sungai Jering  Kecamatan Kuantan Tengah;

9. TPS 3 Desa b, Kecamatan Kuantan Tengah;

10. TPS 1 Desa Pulau Panjang ilir Kecamatan Inuman;

11. TPS 1  Desa Pulau Panjang Hulu Kecamatan Inuman;
12. TPS 7 Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya;

13. TPS 1 Desa Geringging Jaya  Kecamatan Sentajo Raya;

14. TPS 1 Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik;
15. TPS 1 Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti;
16. TPS 2 Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti;
17. TPS 3 Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti;
18. TPS 3 Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya;
19. TPS 1 Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah;
20. TPS 2 Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah;
21. TPS 3 Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah;
22. TPS 4 Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah;

Sehingga signifikan menurut hukum untuk dilakukan pemugutan suara ulang

4.8. Bahwa pelanggaran cacatnya pemilihan sejak awal karena diikuti dan dimenangkan oleh calon yang tidak memenuhi syarat dukungan dan pelanggaran di berbagai TPS yang seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang, secara rinci Pemohon sampaikan berdasarkan fakta-fakta yurudis sebagaimana uraian berikut :
A. Pelanggaran Tidak Terpenuhinya Syarat Pencalonan Sejak Awal

1)  Bahwa kemenangan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Drs. Mursini, M.Si - H.Halim dengan meraih suara sebanyak = 63.544 suara adalah tidak sah dan mengandung cacat yuridis sejak awal oleh karena pasangan tersebut tidak memenuhi syarat dukungan partai politik minimal 20% kursi atau 25% suara, oleh karena pasangan tersebut maju mendaftar pada hari terakhir pendaftaran tanggal 28 Juli 2015 pukul 16.00 WIB menggunakan partai PPP, PDIP, dan Gerindra; sedangkan sebelumnya, pada tanggal 27 Juli 2015 Partai PPP telah mengusung Pemohon sebagai pasangan calon, yang berkoalisi dengan Partai : Nasdem, Demokrat, PAN dan Hanura:
2)  Bahwa kemudian Termohon pada tanggal 24 Agustus 2015 mengeluarkan surat Keputusan dengan Nomor : 72/Kpts/KPU-KAB-004.435177/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 dengan komposisi dukungan sebagai berikut :
Ir. H Mardjan Ustha, MM dan Muslim, S.Sos, M.Si

	No
	Partai Pengusung
	Kursi

	1. 
	
	Jumlah
	%

	2. 
	PKB
	3
	8.57

	3. 
	Partai Bulan Bintang (PBB)
	3
	8.57

	4. 
	PKPI
	1
	2.86

	TOTAL
	7
	20.00


Indra Putra, S.T. dan Komperensi, S.P., M.Si

	No
	Partai Pengusung
	Kursi

	1. 
	
	Jumlah
	%

	2. 
	Partai Nasdem
	3
	8.57

	3. 
	Partai Demokrat
	3
	8.57

	4. 
	Partai Amanat Nasional (PAN)
	3
	8.57

	5. 
	Partai HANURA
	2
	5.71

	TOTAL
	11
	31.43


Drs. Mursini, M.Si dan H. Halim

	No
	Partai Pengusung
	Kursi

	
	
	Jumlah
	%

	1. 
	PDIP
	1
	2.86

	2. 
	Partai GERINDRA
	3
	8.57

	3. 
	PPP
	4
	11.43

	TOTAL
	8
	22.86


3)  Bahwa dalam hal tidak ada dukungan Partai PPP, maka jumlah dukungan parpol kepada Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Drs. Mursini, M.Si - H.Halim hanya Partai PDIP dan Gerindra dengan jumlah dukungan sebanyak 11,43%, sehingga Tidak Memenuhi Syarat Dukungan Minimal Parpol;
	
No
	Partai Pengusung
	Kursi

	
	
	Jumlah
	%

	1. 
	PDIP
	1
	2.86

	2. 
	Partai GERINDRA
	3
	8.57

	TOTAL
	4
	11.43



*tanpa dukungan PPP
4)  Bahwa dukungan Partai PPP kepengurusan Djan Faridz kepada Pemohon adalah berdasarkan atas :

· Surat Keputusan rekomendasi DPC PPP Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 005/DPC/PPP/VII/2015 tertanggal 6 Juli 2015 versi Kepengurusan Djan Faridz;
· Surat Keputusan rekomendasi DPW PPP Nomor : 033/IV/DPW/PPP/VII/2015 versi Kepengurusan Djan Faridz tertanggal ;
· Surat Keputusan DPP PPP Nomor : 526/Kpts/DPP/VII/2015 tertanggal 22 Juli 2015 versi Kepengurusan Djan Faridz;
Yang kemudian DPP Partai PPP kepengurusan Djan Faridz mengeluarkan Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Model B.1-KWK Parpol yang memberikan persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada Pemohon di hari yang sama yaitu pada tanggal 22 Juli 2015.
5)  Dukungan Partai PPP kepengurusan Djan Faridz tersebut didaftarkan oleh Pemohon kepada KPU pada tanggal 27 Juli 2015, dikarenakan dukungan partai PPP kepada Pemohon hanya diberikan oleh satu Kepengurusan, oleh Termohon dukungan tersebut ditolak dan sampai tanggal 28 Juli 2015 tidak pernah ada penarikan dukungan Partai PPP kepada Pemohon, akan tetapi pada tanggal 28 Juli 2015 Pasangan Calon Nomor urut 2 mendaftarkan diri ke KPU dan menggunakan dukungan dari Partai PPP Kepengurusan Djan Faridz dengan nomor  SK dukungan yang sama dengan Pemohon, akan tetapi terdapat perbedaan pada tanggal pembuatan SK tersebut, dan diterima oleh Termohon  tanpa melakukan klarifikasi kepada Pemohon mengenai dukungan Partaplenoi PPP Kepengurusan Djan Faridz, dan kejanggalan beriutnya adalah pada surat dukungan kepada pasangan nomor urut 2 tersebut diduga terdapat perbedaan tanda tangannya.
6)  Bahwa terhadap permasalahan aquo, Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 24 Agustus 2015 dan mengajukan secara tertulis pada tanggal 26 Agustus 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Partai PPP kepengurusan Djan Faridz hanya memberikan dukungan kepada Pemohon dan ditolak oleh Termohon, kemudian didaftarkan kembali oleh pasangan nomor urut 2 namun diterima oleh Termohon tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu dan dukungan dari DPP PPP versi Djan Faridz yang diberikan kepada pemohon belum pernah dicabut.
7)  Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa di Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi, terungkap fakta hukum yang secara kasat mata semakin menguatkan tentang tidak netralnya penyelenggara maupun Panitia Pengawas Pemilihan dalam proses tersebut.
8)  Bahwa terungkap fakta hukum, penerbitan Surat Keputusan DPP PPP Nomor : 526/Kpts/DPP/VII/2015 tertanggal 24 Juli 2015 versi Kepengurusan Djan Faridz kepada pasangan calon nomor urut 2 tidak sesuai prosedur dan terindikasi palsu, dikarenakan DPW PPP Provinsi Riau maupun DPC Partai PPP Kabupaten Kuantan Singingi tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Pasangan calon nomor urut 2 sebagai pasangan calon yang diusung oleh Partai PPP versi Djan Faridz. 
9)  Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa di Panwaslu, Ketua KPU Menyatakan bahwa “tidak ada diatur dalam PKPU bahwa dukungan pasangan calon harus mendapatkan rekomendai dari Pengurus Partai tingkat Provinsi. Namun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, mengenai persetujuan pengurus partai tingkat Provinsi dalam dukungan partai politik kepada pasangan calon diatur dalam ketentuan pasal 42 angka 5 yang berbunyi :
“Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi.”
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, terbukti bahwa pasangan calon nomor urut 2 harus memperoleh dukungan dari DPW PPP Provinsi Riau, namun faktanya pasangan calon nomor urut 2  tidak memperoleh persetujuan atau rekomendasi dari DPW PPP Provinsi Riau, dan fakta tersebut diaminkan oleh Ketua KPU dalam bentuk pernyataan tersebut diatas dan oleh Termohon pendaftaran pasangan calon tersebut yang alah satu dukungan Partainya (Partai PPP) tidak memenuhi syarat tetap diterima oleh Termohon dengan dalih bahwa ketentuan tersebut tidak diatur oleh PKPU. 
10)  Bahwa kemudian terdapat pula kejanggalan pada dukungan kepengurusan Djan Faridz kepada pasangan nomor urut 2 yaitu,  penerbitan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati model B-1-KWK-Parpol dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 2015 mendahului Surat Keputusan DPP PPP Nomor : 526/Kpts/DPP/VII/2015  tentang Persetujuan Pengajuan Sdr. Drs. Mursini, M.Si sebagai Calon Bupati dan Sdr. Halim sebagai calon Wakil Bupati baru dikeluarkan pada pada tanggal 24 Juli 2015,kemudian pasangan nomor urut 2 tidak pernah mempunyai surat rekomendasi dari DPW PPP Provinsi Riau, kemudian rekomendasi DPC PPP Kabupaten Kuantan Singingi baru didapat oleh pasangan nomor urut 2 pada saat akan mendaftar dan baru didaftarkan di website KPU dengan pergantian pengurus yang baru pada tanggal 28 Juli 2015 pukul 15.31 WIB.
11)  Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut diatas, maka terang benderang bahwa Pemohon telah melakukan upaya hukum, baik keberatan kepada Termohon maupun mengajukan sengketa melalui Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi, namun upaya Pemohon tersebut dengan sengaja dihalangi oleh Penyelenggara semata-mata karena keberpihakan Penyelenggaran kepada Pasangan No Urut 2 dan hendak memenangkan pasangan calon tersebut. Padahal, sebagaimana diamanatkan UUD Negara RI Tahun 1945, penyelenggara pemilihan umum termasuk pemilihan Kepala Daerah harus independen. Atas dasar argumentasi Pemohon tersebut, maka beralasan menurut hukum kiranya bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah konstitusi sebagai penegak demokrasi yang mengadili berdasarkan keadilan dan berdasarkan UUD 1945, memberikan keadilan terhadap pelanggaran yang dilakukan Termohon dengan mengikutsertakan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat dukungan partai dengan tujuan supaya calon tersebut dapat mengikuti pemilihan dan memenangkannya, dengan menyatakan “mendiskualifikasi pasangan calon No Urut 2 oleh karena dukungan partai PPP telah didaftarkan oleh Pemohon, sehingga berakibat tidak memenuhi syarat dukungan.
B. Pelanggaran-pelanggaran Pemberian uang secara langsung dari Calon Wakil Pasangan No Urut 2 
Pelanggaran Pemberian uang secara langsung dari Calon Wakil Pasangan No Urut 2 kepada masyarakat Pemilih di Desa Pulau Godang Kari, sebagaimana video pemberian yang dimaksud, yang berakibat pasangan tersebut menang mutlak di 4 TPS di desa tersebut, incasu TPS 1 (No. 1 = 124 suara, No. 2 = 105 suara, No. 3 = 24 suara), TPS 2 (No. 1 = 57 suara, no. 2 = 131 suara, No. 3 = 47 suara), TPS 3 (No. 1 = 42 suara, No. 2 = 143 suara, No. 3 = 35 suara) dan TPS 4 (no. 1 = 47 suara, No. 2 = 125 suara No. 3 = 34 suara), dengan agregat perolehan suara di tingkat desa No. 1 meraih = 270 suara, No. 2 meraih 504 suara dan No. 3 meraih 165 suara, hal tersebut sudah Pemohon Laporkan kepada Panwas Kabupaten dengan nomor laporan 12/P/Pilkada/12/2015. Atas pelanggaran tersebut, beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menghanguskan atau mendiskualisikasi perolehan suara Pasangan Calon No Urut 2 di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 desa Pulau Godang Kari tersebut sebanyak 504 suara. Dengan demikian, maka perolehan suara pasangan calon setelah dikurangi perolehan suara Pasangan Calon No. Urut 2 di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 desa Pulau Godang Kari tersebut sebanyak 504 suara, menjadi: 
	No
	Nama Pasangan Calon
	Perolehan Suara

	1.
	Indra Putra, ST - Komperensi, SP, M.Si
	63.196

	2.
	Drs. Mursini, M.Si - H.Halim
	63.544 – 504 = 63.040

	3.
	Ir. Mardjan Ustha, MM - Muslim, S.Sos, M.Si
	32.983

	
	Jumlah
	159.219


Dengan demikian, beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015 sebagai berikut :

	No
	Nama Pasangan Calon
	Perolehan Suara

	1.
	Indra Putra, ST - Komperensi, SP, M.Si
	63.196

	2.
	Drs. Mursini, M.Si - H.Halim
	63.040

	3.
	Ir. Mardjan Ustha, MM - Muslim, S.Sos, M.Si
	32.983

	
	Jumlah
	159.219


C. Pelanggaran-pelanggaran serius yang memenuhi syarat untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang
Bahwa hasil akhir perolehan suara pasangan calon dengan selisih 348 suara atau 0,22% tersebut dikarenakan adanya PELANGGARAN yang terjadi di beberapa TPS yang menguntungkan Pasangan No Urut 2 yang berdasarkan UU No. 8 Tahun 2015 dan PKPU No. 12 Tahun 2015, cukup beralasan untuk DIADAKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG, dan hal tersebut sudah Pemohon upayakan dengan cara melaporkan ke PANWASLU maupun Pemohon sampaikan langsung kepada Termohon, namun kesemua upaya tersebut dimentahkan, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon untuk DIPILIH SECARA DEMOKRATIS dan FAIR, yang apabila pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak terjadi, justru perolehan suara Pemohonlah yang unggul, sebagaimana uraian berikut :
Bahwa pelanggaran-pelanggaran serius yang memenuhi syarat untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang terjadi di berbagai TPS sebagaimana fakta hukum berikut :
1) Di TPS 3 Desa Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, terjadi coblos dua kali oleh orang yang sama, pencoblosan oleh anak dibawah umur, Penyelenggara tidak membagikan Undangan memilih dan tidak membagikan DPT kepada Saksi Pemohon di TPS. Adapun agregat perolehan suara pasangan calon adalah : No. 1 = 40 suara, no. 2 = 157 suara, dan No. 3 = 23, dengan total suara sah = 220 suara dari DPT sebanyak = 327 pemilih. Undangan tersebut berada di TPS dan ketika pemilih datang, undangan langsung dibagikan ke pemilih. 

Terhadap pelanggaran tersebut, Pemohon sudah membuat laporan ke Panwaslu Kuantan Singingi dengan nomor laporan 19/LP/Pilkada/12/2015.

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) PKPU No. 10 Tahun 2015, maka beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah konstitusi agar memerintahkan Termohon menyelenggarakan pemungutan suara ulang di TPS tersebut sebanyak.
2) Di TPS 1 Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah, anggota KPPS-nya menjadi Tim Sukses pasangan nomor urut 2, sehingga perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 184 suara.
3) Di TPS 3 Desa Talontam Kecamatan Benai, berdasarkan keterangan saksi Pemohon di TPS, terjadi pencoblosan tidak menggunakan alat coblos (paku) yang disediakan Termohon, tetapi dilakukan dengan cara “mencongkel gambar mata” calon wakil No Urut 2, yang dilakukan oleh pemilih berstatus karyawan perusahaan swasta untuk ditunjukkan ke kantor tempat mereka bekerja, oleh karena kepada karyawan tersebut diancam apabila tidak memilih no. urut 2 akan dikenai sanksi. Pemberian tanda tersebut menjadi indikasi baru bahwa pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dengan “bebas” dalam prinsip LUBER dan JURDIL. Akibat coblos dengan intimidasi tersebut perolehan suara no Urut 1 = 94 suara, No.2 = 107, dan No. 3 = 29, dengan jumlah suara sah = 230 suara. Hal tersebut sudah Pemohon laporkan kepada Panwas Kabupaten dengan nomor laporan 43/LP/Pilkada/12/2015
4) Di TPS 1 Desa Siberakun Kecamatan Benai, berdasarkan keterangan saksi Pemohon di TPS, terjadi pencoblosan tidak menggunakan alat coblos (paku) yang disediakan Termohon, tetapi dilakukan dengan cara “mencongkel gambar mata” calon wakil No Urut 2, yang dilakukan oleh pemilih berstatus karyawan perusahaan swasta untuk ditunjukkan ke kantor tempat mereka bekerja, oleh karena kepada karyawan tersebut diancam apabila tidak memilih no urut 2 akan dikenai sanksi. Pemberian tanda yang tidak lazim tersebut sebagaimana juga didalikan di atas menunjukkan adanya tekanan kepada pemilih dalam menggunakan hak pilih mereka. Akibat coblos dengan intimidasi tersebut perolehan suara no Urut 1 = 114, no Urut 2= 127 suara, No. 3 = 52 dengan jumlah suara sah = 293 suara. 

Atas pelanggaran tersebut, Pemohon telah melaporkan kepada Panwaslu Kuantan Singingi dengan nomor laporan 43/LP/Pilkada/12/2015, dan karenanya beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah konstitusi agar memerintahkan Termohon menyelenggarakan pemungutan suara ulang di TPS tersebut.

5) Di TPS 1 Desa Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan, dengan jumlah pemilih dalam DPT sebanyak = 313 pemilih, namun jumlah surat suara di TPS hanya sebanyak = 221 surat suara, sehingga terdapat kekurangan surat suara, dan pemilih yang datang ke TPS tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih pasangan calon yang dikehendakinya. Atas pelanggaran tersebut, Pemohon telah melaporkan kepada Panwaslu Kuantan Singingi dengan nomor laporan 33/LP/Pilkada/12/2015, dan karenanya beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah konstitusi agar memerintahkan Termohon menyelenggarakan pemungutan suara ulang di TPS tersebut.
6) Di TPS 2 Desa Sungai Bawang, Kecamatan Singingi, berdasarkan kesaksian Saksi pemohon di TPS yang membuat catatan dengan Teli, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak = 164 suara, namun dalam Form C-1 hanya ditulis = 64 suara.
Atas pelanggaran tersebut, Pemohon telah melaporkan kepada Panwaslu Kuantan Singingi, dan karenanya beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah konstitusi agar memerintahkan Termohon menyelenggarakan pemungutan suara ulang di TPS tersebut.

7) Petugas PPS Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah tidak membagi/menyebarkan undangan pemberitahuan pemilih dengan jumlah kurang lebih 100 lembar di TPS 6 dan TPS 7, hal tersebut sudah Pemohon Laporkan ke Panwas dengan nomor laporan 20a/LP/Pilkada/12/2015.
TPS 6 : pasangan nomor urut 1 memperoleh 71 suara, nomor urut 2 memperoleh 133 suara dan nomor urut 3 memperoleh 103 suara total sura sah 306 suara. DPT 522 suara;
TPS 7 : pasangan nomor urut 1 memperoleh 72 suara, nomor urut 2 memperoleh 177 suara dan nomor urut 3 memperoleh 81 suara total suara sah 330 suara, DPT 546; hal tersebut sudah Pemohon Laporkan ke Panwas dengan nomor laporan 28/LP/Pilkada/12/2015.
8) Keberpihakan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Koto Kari bernama Aprina menjadi saksi pasangan nomor urut 2 di TPS 3 Desa Koto Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, hal tersebut sudah Pemohon laporkan dengan nomor laporan 30/LP/Pilkada/12/2015;
9) Partai PDIP sebagai pendukung pasangan nomor 2 pada hari tenang tetap memasang spanduk (alat kampanye) yang berbunyi “Ambil Uangnya Jangan Pilih Calonnya”;
10) Keberpihakan Termohon terhadap pasangan calon nomor urut 2 salah satunya ditunjukkan dalam  Website KPU RI  yang memuat perhitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon melalui scan C1 yang dikirim oleh Termohon cenderung menampilkan  keunggulan dari pasangan nomor urut 2, sedangkan pleno di tingkat PPK belum di laksanakan, akan tetapi perhitungan melalui formulir C1 milik Pemohon terjadi selisih perolehan suara di website KPU RI dengan hasil pleno pada tanggal 16 Desember 2015 di KPUD Kuansing dan terdapat perbedaan tanda tangan saksi pasangan calon. Hal tersebut telah Pemohon laporkan ke Panwas Kabupaten dengan nomor laporan 40/LP/Pilkada/12/2015;
11) Ketua KPPS di TPS 1 Desa Pulau Panjang ilir dan Desa Pulau Panjang Hulu Kecamatan Inuman dengan sengaja tidak memasukkan formulir C1 ke kotak suara hal tersebut terungkap pada saat pleno di Kecamatan, kemudian ditemukan di rumah ketua KPPS, hal tersebut telah Pemohon laporkan dengan nomor laporan 25/LP/Pilkada/12/2015;
12) Ketua KPPS melakukan Pelanggaran di TPS 7 Desa Marsawa dan TPS 1 desa Geringging Jaya  Kecamatan Sentajo Raya dengan sengaja tidak memasukkan formulir C1 ke dalam kotak suara, hal tersebut terungkap pada saat pleno di Kecamatan, kemudian formulir C1 ditemukan di rumah ketua KPPS;
13) Anggota PPS Se-Kenegerian Kopah Kecamatan Kuantan Tengah dengan sengaja tidak menyampaikan undangan kepada pemilih  terhadap pendukung pasangan nomor urut 1 terutama pada rumah-rumah pendukung pasangan nomor urut 1, hal tersebut sudah Pemohon laporkan kepada Panwas Kabupaten dengan nomor laporan 22/LP/Pilkada/12/2015;

14) Anggota PPS Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah dengan sengaja tidak menyampaikan undangan kepada pemilih  terhadap pendukung pasangan nomor urut 1 terutama pada rumah-rumah pendukung pasangan nomor urut 1;
15) Anggota PPS desa Pulau Panjang Hulu  Kecamatan Inuman dengan sengaja tidak menyampaikan undangan kepada pemilih terhadap pendukung pasangan nomor urut 1 terutama pada rumah-rumah pendukung pasangan nomor urut 1, hal tersebut sudah Pemohon laporkan kepada Panwas Kabupaten dengan nomor laporan 41/LP/Pilkada/12/2015;
16) Anggota PPS desa Bedeng Sikuran  Kecamatan Inuman dengan sengaja tidak menyampaikan undangan kepada pemilih terhadap pemilih pendukung nomor urut 1 terutama pada rumah-rumah pendukung pasangan nomor urut 1, hal tersebut sudah Pemohon Laporkan ke Panwas Kabupaten dengan nomor laporan 35/LP/Pilkada/12/2015;
17) Anggota PPS Desa Seberang Pantai dan Desa Sangau dengan sengaja tidak menyampaikan undangan kepada pemilih terjadi Kecamatan Kuantan Mudik terhadap pemilih pendukung nomor urut 1 terutama pada rumah-rumah pendukung pasangan nomor urut 1 hal tersebut sudah Pemohon Laporkan ke Panwas Kabupaten dengan nomor laporan 38/LP/Pilkada/12/2015;

18) Anggota PPS dengan sengaja tidak menyampaikan undangan kepada pemilih terjadi Kecamatan Kuantan Hilir terhadap pemilih pendukung nomor urut 1 terutama pada rumah-rumah pendukung pasangan nomor urut 1 hal tersebut sudah Pemohon Laporkan ke Panwas Kabupaten dengan nomor laporan 42/LP/Pilkada/12/2015;
19) Anggota PPS dengan sengaja tidak menyampaikan undangan kepada pemilih terjadi Kecamatan Se-Kuantan Hilir Seberang terhadap pemilih pendukung nomor urut 1 terutama pada rumah-rumah pendukung pasangan nomor urut 1 hal tersebut sudah Pemohon Laporkan ke Panwas Kabupaten dengan nomor laporan 45/LP/Pilkada/12/2015;

20) Anggota PPS di desa Sungai Langsat, desa Sako, dusun remaja dan desa Pembatang  Kecamatan Pangean dengan sengaja tidak menyampaikan undangan kepada terhadap pemilih pendukung nomor urut 1 terutama pada rumah-rumah pendukung pasangan nomor urut 1, hal tersebut sudah Pemohon Laporkan ke Panwas Kabupaten dengan nomor laporan 32,34,36,39/LP/Pilkada/12/2015,;
21) Anggota PPS dengan sengaja tidak menyampaikan undangan kepada pemilih  di desa Bukit Raya, Beringin Jaya, Sukamaju dan desa Simpang Raya  Kecamatan Singingi Hilir terhadap pemilih pendukung nomor urut 1, hal tersebut sudah Pemohon Laporkan ke Panwas Kabupaten dengan nomor laporan 44/LP/Pilkada/12/2015;
22) Anggota PPS desa  Bukit Pedusunan yang bernama Juherni saat memberikan/menyebar undangan memilih mengarahkan pemilih untuk mencoblos nomor 2;
23) Ketua KPPS Sdr Fatmawati di TPS 1 desa Bukit Pedusunan melarang Sdr Rudi Setiawan menggunakan hak pilihnya dengan alasan terlambat hadir di TPS padahal waktu masih menunjukan pukul 12.45 WIB pada tanggal 9 Desember 2015;
24) KPUD Kuantan Singingi dalam pengadaan alat peraga kampanye tidak pernah meminta persetujuan desain kepada pasangan nomor urut 1 sehingga menyebabkan logo partai pendukung (partai Golkar dan Partai PPP) tidak dicantumkan dalam Spanduk dan Baliho;
25) Saksi pasangan nomor urut 3 bernama Doni Indrawadi tidak menghadiri sidang pleno tingkat kecamatan Kuantan Tengah pada tanggal 11 Desember 2015 tetapi menandatangani Berita Acara model DA-KWK, hal tersebut telah Pemohon laporkan ke Panwas dengan nomor laporan 37/LP/Pilkada/12/2015;
26) Pada tanggal 8 Desember 2015 terjadi  Money Politik di TPS 8  desa Sukamaju Kecamatan Singingi Ilir Sdr Budiono selaku Pendukung pasangan nomor urut 2 memberikan uang sebesar Rp.150.000,- kepada pemilih agar memilih pasangan nomor urut 2, akhirnya memilih pasangan nomor urut 2, hal tersebut telah Pemohon laporkan ke Panwas Kabupaten dengan nomor laporan 29/LP/Pilkada/12/2015;
27) Pada tanggal 8 Desember 2015 terjadi  Money Politik di  TPS 9 desa Sukamaju Kecamatan Singingi Ilir Sdr Ponimin selaku Pendukung pasangan nomor urut 2 memberikan uang masing-masing sebesar Rp.50.000,- kepada Suwarman dan Yulianto agar memilih pasangan nomor urut 2, akhirnya memilih pasangan nomor urut 2;

28) Pada tanggal 8 Desember 2015 terjadi Money Politik di TPS I desa Suka Damai Kecamatan Singingi Ilir dilakukan oleh  Sdr Arwadi selaku pendukung pasangan nomor urut 2  kepada pemilih  sebesar Rp.150.000,- untuk memilih pasangan nomor urut 2, akhirnya pemilih memilih pasangan nomor urut 2, hal tersebut sudah Pemohon laporkan ke Panwas Kabupaten dengan nomor laporan 23/LP/Pilkada/12/2015;
29) Adanya pembagian uang sebesar Rp.50.000,- oleh tim nomor urut 2 pada hari rabu tanggal 9 Desember (hari H)  sekira pukul 7 sampai pukul 11.00 di TPS 1,2,3 desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti dengan cara memasukan uang kedalam bungkus sate sehingga yang menang di TPS tersebut pasangan nomor urut 2;
30) Pada tanggal 8 Desember 2015 terjadi Money Politik di Desa Lebuh Lurus Kecamatan Inuman, Sdr. Tamlihan Tim Sukses Nomor urut 2 memberikan uang sebesar 100 ribu kepada sdr. Yunasri yang merupakan anggota Panwascam disaksikan oleh sdr. Sudirman, hal tersebut sudah Pemohon laporkan ke Panwas Kabupaten dengan nomor laporan 09/LP/Pilkada/12/2015;

31) Petugas PPS Koto Kari membiarkan pencoblosan diluar bilik suara di TPS 2 Desa Koto Kari Kecamtan Kuantan Tengah yang dilakukan oleh Sdr Adi pada tanggal 9 Desember 2015, hal tersebut telah Pemohon laporkan ke panwas Kabupaten dengan nomor laporan 31/LP/Pilkada/12/2015;
32) Ketua KPPS TPS I desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti yang bernama Pendri merangkap selaku Tim Pemenangan pasangan nomor urut 2 tingkat  desa Kampung Baru Timur pada tanggal 9 Desember 2015;
33) Anggota KPPS TPS 3 desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti yang bernama M Naris merangkap selaku tim pemenangan pasangan nomor urut 2 tingkat desa Kampung Baru Timur pada tanggal 9 Desember 2015 ;
34) Anggota KPPS TPS 2 desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti yang bernama Gusri Irawan SE merangkap selaku tim pemenangan pasangan nomor urut 2 tingkat desa Kampung Baru Timur dan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Kampung Baru Timur pada tanggal 9 Desember 2015;
35) Anggota KPPS TPS 3 desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti bernama Narti SE merangkap selaku tim pemenangan pasangan nomor urut 2 tingkat desa Kampung Baru Timur dan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Kampung Baru Timur pada tanggal 9 Desember 2015;
36) Anggota KPPS TPS III Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya menyobek surat suara yang sudah tercoblos ke Pasangan Calon Nomor Urut 1 Indra Putra, ST - Komperensi, SP, M.Si pada saat penghitungan suara, sehingga suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjadi tidak sah dan menjadi surat suara rusak, selain itu juga terjadi pencoblosan tidak menggunakan alat coblos (paku) yang disediakan Termohon, tetapi dilakukan dengan cara “mencongkel gambar mata” calon wakil No Urut 2, yang dilakukan oleh pemilih berstatus karyawan perusahaan swasta untuk ditunjukkan ke kantor tempat mereka bekerja, oleh karena kepada karyawan tersebut diancam apabila tidak memilih No. Urut 2 akan dikenai sanksi. Pemberian tanda tersebut menjadi indikasi baru bahwa pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dengan “bebas” dalam prinsip LUBER dan JURDIL.
37) Bahwa di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah, surat suara pada saat diberikan kepada pemilih sudah tercoblos ke pasangan nomor urut 2, sehingga perolehan suara pasangan nomor urut 2 di desa tersebut memperoleh 717 suara.
38) Bahwa di TPS 3 Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 20 lembar surat suara,. 

39) Bahwa di TPS 1 Desa Sampurago Kecamatan Hulu Kuantan, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 6 lembar surat suara.

40) Bahwa di TPS 1 Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 42 lembar surat suara, dan ada perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1.
41) Bahwa di TPS 2 Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 10 lembar surat suara.
42) Bahwa di TPS 2 Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 12 lembar surat suara.
43) Bahwa di TPS 2 Desa Banjar Benai Kecamatan Benai, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 5 lembar surat suara, dan ada perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1.
44) Bahwa di TPS 5 Desa Banjar Benai Kecamatan Benai, perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1.
45) Bahwa di TPS 1 Gunung Kesiangan Kecamatan Benai, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 2 lembar surat suara.

46) Bahwa di TPS 1 Koto Benai Kecamatan Benai, surat suara lebih 25 lembar dari DPT dan cadangan.
47) Bahwa di TPS 1 Pulau Tongah Kecamatan Benai, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 5 lembar surat suara.
48) Bahwa di TPS 1 Desa Siberakun Kecamatan Benai, surat suara lebih 2 lembar dari DPT dan cadangan.

49) Bahwa di TPS 1 Desa Simandolak Kecamatan Benai, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 3 lembar surat suara.

50) Bahwa di TPS 2 Desa Simandolak Kecamatan Benai, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 2 lembar surat suara.

51) Bahwa di TPS1 Desa Tanjung Simandolak Kecamatan Benai, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 lembar surat suara, dan ada perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1.

52) Bahwa di TPS 2 Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 25 lembar surat suara.

53) Bahwa di TPS 3 Desa Tebing Tinggi  Kecamatan Benai, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 3 lembar surat suara, dan ada perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
54) Bahwa di TPS 1 Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 6 lembar surat suara, dan ada perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

55) Bahwa di TPS 2 Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti, terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

56) Bahwa di TPS 2 Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 4 lembar surat suara;

57) Bahwa di TPS 3 Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 9 lembar surat suara, dan ada perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

58) Bahwa di TPS 4 Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 lembar surat suara, dan ada perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

59) Bahwa di TPS 4 Desa Sikakak Kecamatan Cerenti, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 9 lembar surat suara;

60) Bahwa di TPS 1 Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 2 lembar surat suara;

61) Bahwa di TPS 1 Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 10 lembar surat suara;

62) Bahwa di TPS 2 Desa Gunung Kecamatan Gunung Toar, terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

63) Bahwa di TPS 1 Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 7 lembar surat suara, dan ada perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

64) Bahwa di TPS 2 Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar, terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

65) Bahwa di TPS 3 Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 4 lembar surat suara;

66) Bahwa di TPS 2 Desa Koto Gunung Kecamatan Gunung Toar, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 3 lembar surat suara;

67) Bahwa di TPS 1 Desa Lubuk Terentang Kecamatan Gunung Toar, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 lembar surat suara; 

68) Bahwa di TPS 2 Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 2 lembar surat suara, dan ada perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

69) Bahwa di TPS 2 Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar, terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

70) Bahwa di TPS 1 Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar, terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

71) Bahwa di TPS 2 Desa Teberau Panjang Kecamatan Gunung Toar, terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

72) Bahwa di TPS 2 Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar, terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

73) Bahwa di TPS 1 Desa Toar Kecamatan Gunung Toar, terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

74) Bahwa di TPS 2 Desa Toar Kecamatan Gunung Toar, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 lembar surat suara, dan ada perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

75) Bahwa di TPS 2 Desa Air Buluh Kecamatan Kuantan Mudik, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 7 lembar surat suara, dan ada perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

76) Bahwa di TPS 2 Desa Banjar Guntung Kecamatan Kuantan Mudik, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 3 lembar surat suara;
77) Bahwa di TPS 1 Desa Bukit Kauman Kecamatan Kuantan Mudik, terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

78) Bahwa di TPS 2 Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik, terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

79) Bahwa di TPS 2 Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 lembar surat suara;
80) Bahwa di TPS 3 Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 3 lembar surat suara;

81) Bahwa di TPS 2 Desa Kinali Kecamatan Kuantan Mudik, terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

82) Bahwa di TPS 3 Desa Koto Cengar Kecamatan Kuantan Mudik, terdapat perbedaan form C1 yang diterima saksi dengan yang diunggah di website KPU RI;
83) Bahwa di TPS 2 Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 2 lembar surat suara;

84) Bahwa di TPS 1 Desa Pebaun Hulu Kecamatan Kuantan Mudik, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 8 lembar surat suara;

85) Bahwa di TPS 2 Desa Pebaun Hulu Kecamatan Kuantan Mudik, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 9 lembar surat suara;

86) Bahwa di TPS 2 Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 3 lembar surat suara;

87) Bahwa di TPS 1 Desa Ibul Kecamatan Pucuk Rantau, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 4 lembar surat suara;

88) Bahwa di TPS 2 Desa Ibul Kecamatan Pucuk Rantau, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 102 lembar surat suara;

89) Bahwa di TPS 1 Desa Muaratobek Kecamatan Pucuk Rantau, terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

90) Bahwa di TPS 2 Desa Muaratobek Kecamatan Pucuk Rantau, terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

91) Bahwa di TPS 2 Desa Pangkalan Kecamatan Pucuk Rantau, terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

92) Bahwa di TPS 4 Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau, terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

93) Bahwa di TPS 6 Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau, terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
94) Bahwa di TPS 6 Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau, terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

95) Bahwa di TPS 1 Desa Banjar Nan Tigo Kecamatan Inuman, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 5 lembar surat suara;

96) Bahwa di TPS 2 Desa Bedeng Sikuran Kecamatan Inuman, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 3 lembar surat suara dan ada perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

97) Bahwa di TPS 1 Desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman, terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

98) Bahwa di TPS 2 Desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 2 lembar surat suara dan ada perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

99) Bahwa di TPS 1 Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman, terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

100) Bahwa di TPS 3 Desa Koto Inuman Kecamatan Inuman, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 6 lembar surat suara;

101) Bahwa di TPS 2 Desa Lebuh Lurus Kecamatan Inuman, terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

102) Bahwa di TPS 2 Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 lembar surat suara;

103) Bahwa di TPS 1 Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 13 lembar surat suara;

104) Bahwa di TPS 3 Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman, terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

105) Bahwa di TPS 2 Desa Pulau Panjang Hulu Kecamatan Inuman, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 lembar surat suara;

106) Bahwa di TPS 3 Desa Pulau Panjang Hulu Kecamatan Inuman, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 lembar surat suara;

107) Bahwa di TPS 2 Desa Pulau Sipang Kecamatan Inuman, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 lembar surat suara;

108) Bahwa di TPS 1 Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 3 lembar surat suara dan ada perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

109) Bahwa di TPS 2 Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 3 lembar;

110) Bahwa di TPS 1 Desa Dusun Tuo Kecamatan Kuantan Hilir, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 lembar;

111) Bahwa di TPS 2 Desa Dusun Tuo Kecamatan Kuantan Hilir, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 lembar;

112) Bahwa di TPS 2 Desa Koto Tuo Kecamatan Kuantan Hilir, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 10 lembar;

113) Bahwa di TPS 2 Desa Pulau Kijang Kecamatan Kuantan Hilir, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 lembar dan ada perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

114) Bahwa di TPS 1 Desa Pelukahan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 3 lembar;
115) Bahwa di TPS 2 Desa Pelukahan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 12 lembar;

116) Bahwa di TPS 2 Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 4 lembar;

117) Bahwa di TPS 3 Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 3 lembar;

118) Bahwa di TPS 2 Desa Pulau Kulur Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 52 lembar dan terdapat perbedaan form C1 yang diterima saksi dengan yang diunggah di website KPU RI dan ada perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

119) Bahwa di TPS 4 Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 lembar;

120) Bahwa di TPS 1 Desa Jaya Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 lembar;

121) Bahwa di TPS 2 Desa Jaya Kecamatan KuantanTengah terdapat kekurangan surat suara sebanyak 49 lembar;

122) Bahwa di TPS 3 Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kelebihan surat suara sebanyak 5 lembar;

123) Bahwa di TPS 4 Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kelebihan surat suara sebanyak 25 lembar dan ada perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

124) Bahwa di TPS 8 Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kekurangan surat suara sebanyak 25 lembar;

125) Bahwa di TPS 11 Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kelebihan surat suara sebanyak 50 lembar;

126) Bahwa di TPS 3 Desa Koto Tuo Kecamatan KuantanTengah terdapat kelebihan surat suara sebanyak 3 lembar;

127) Bahwa di TPS 1 Kelurahan  Pasar Taluk Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kelebihan surat suara sebanyak 12 lembar dan ada perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

128) Bahwa di TPS 1 Desa Pintu Gobang Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kelebihan surat suara sebanyak 4 lembar;

129) Bahwa di TPS 3 Desa Pintu Gobang Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kekurangan surat suara sebanyak 25 lembar dan ada perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

130) Bahwa di TPS 1 Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kekurangan surat suara sebanyak 5 lembar;

131) Bahwa di TPS 3 Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kekurangan surat suara sebanyak 10 lembar;

132) Bahwa di TPS 1 Desa Pulau Banjar Kari Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kekurangan surat suara sebanyak 20 lembar;

133) Bahwa di TPS 2 Desa Pulau Banjar Kari Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kekurangan surat suara sebanyak 5 lembar;

134) Bahwa di TPS 1 Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kekurangan surat suara sebanyak 25 lembar;

135) Bahwa di TPS 1 Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kekurangan surat suara sebanyak 25 lembar;

136) Bahwa di TPS 4 Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kekurangan surat suara sebanyak 7 lembar;

137) Bahwa di TPS 1 Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kelebihan surat suara sebanyak 5 lembar;

138) Bahwa di TPS 4 Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kekurangan surat suara sebanyak 8 lembar;

139) Bahwa di TPS 5 Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kekurangan surat suara sebanyak 2 lembar;

140) Bahwa di TPS 2 Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kekurangan surat suara sebanyak 25 lembar;

141) Bahwa di TPS 4 Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kekurangan surat suara sebanyak 25 lembar;

142) Bahwa di TPS 1 Desa Titan Modang Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kekurangan surat suara sebanyak 5 lembar;

143) Bahwa di TPS 2 Desa Bumi Mulya Kecamatan Logas Tanah Darat terdapat kelebihan surat suara sebanyak 10 lembar;

144) Bahwa di TPS 1 Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat terdapat kekurangan surat suara sebanyak 10 lembar;

145) Bahwa di TPS 4 Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat terdapat kekurangan surat suara sebanyak 6 lembar;

146) Bahwa di TPS 2 Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat terdapat kekurangan surat suara sebanyak 6 lembar;

147) Bahwa di TPS 1 Desa Koto Pangean Kecamatan Pangean terdapat kekurangan surat suara sebanyak 3 lembar;

148) Bahwa di TPS 1 Desa Pasar Baru Pangean Kecamatan Pangean terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

149) Bahwa di TPS 5 Desa Pasar Baru Pangean Kecamatan Pangean terdapat kekurangan surat suara sebanyak 3 lembar;

150) Bahwa di TPS 1 Desa Pembatang Kecamatan Pangean terdapat kekurangan surat suara sebanyak 2 lembar;

151) Bahwa di TPS 1 Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 lembar;

152) Bahwa di TPS 1 Desa Sukaping Kecamatan Pangean terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

153) Bahwa di TPS 4 Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Sentajo Raya terdapat kekurangan surat suara sebanyak 4 lembar;

154) Bahwa di TPS 3 Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

155) Bahwa di TPS 4 Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya terdapat kelebihan surat suara sebanyak 6 lembar dan ada perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

156) Bahwa di TPS 2 Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya terdapat kelebihan surat suara sebanyak 5 lembar dan ada perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

157) Bahwa di TPS 1 Desa Koto Sentajo Kecamatan Sentajo Raya terdapat kekurangan surat suara sebanyak 4 lembar;

158) Bahwa di TPS 2 Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya terdapat kelebihan surat suara sebanyak 4 lembar;

159) Bahwa di TPS 4 Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya terdapat kekurangan surat suara sebanyak 9 lembar dan ada perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

160) Bahwa di TPS 5 Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

161) Bahwa di TPS 6 Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

162) Bahwa di TPS 1 Desa Muara Langsat Kecamatan Sentajo Raya terdapat kelebihan surat suara sebanyak 5 lembar;
163) Bahwa di TPS 2 Desa Muara Langsat Kecamatan Sentajo Raya terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

164) Bahwa di TPS 4 Desa Muara Langsat Kecamatan Sentajo Raya terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

165) Bahwa di TPS 3 Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi terdapat kekurangan surat suara sebanyak 100 lembar;

166) Bahwa di TPS 1 Desa Logas Kecamatan Singingi terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

167) Bahwa di TPS 3 Desa Logas Kecamatan Singingi terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

168) Bahwa di TPS 1 Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi terdapat kekurangan surat suara sebanyak 3 lembar;

169) Bahwa di TPS 1 Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

170) Bahwa di TPS 2 Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi terdapat kelebihan surat suara sebanyak 25 lembar;

171) Bahwa di TPS 2 Desa Pasir Emas Kecamatan Singingi terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

172) Bahwa di TPS 4 Desa Pasir Emas Kecamatan Singingi terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

173) Bahwa di TPS 2 Desa Sumber Datar Kecamatan Singingi terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 lembar;

174) Bahwa di TPS 3 Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

175) Bahwa di TPS 4 Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

176) Bahwa di TPS 4 Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

177) Bahwa di TPS 1 dan 2 Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir terdapat kesamaan tanda tangan saksi nomor 1 di kedua TPS tersebut;

178) Bahwa di TPS 5 Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 lembar;

179) Bahwa di TPS 1 Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

180) Bahwa di TPS 3 Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir terdapat kekurangan surat suara sebanyak 6 lembar;

181) Bahwa di TPS 4 Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

182) Bahwa di TPS 2 Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir terdapat kelebihan surat suara sebanyak 3 lembar;

183) Bahwa di TPS 3 Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

184) Bahwa di TPS 6 Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir terdapat kelebihan surat suara sebanyak 3 lembar;

185) Bahwa di TPS 2 Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

186) Bahwa di TPS 5 Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir form C1 yang diunggah di website KPU RI tidak terdapat tanda tangan semua anggota PPS dan semua saksi;
187) Bahwa di TPS 2 Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

188) Bahwa di TPS 4 Desa Suka Maju Kecamatan Singingi Hilir terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

189) Bahwa di TPS 7 Desa Suka Maju Kecamatan Singingi Hilir terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

190) Bahwa di TPS 9 Desa Suka Maju Kecamatan Singingi Hilir terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

191) Bahwa di TPS 10 Desa Suka Maju Kecamatan Singingi Hilir terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

192) Bahwa di TPS 4 Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir terdapat kekurangan surat suara sebanyak 2 lembar;

193) Bahwa di TPS 1 Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

194) Bahwa di TPS 2 Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir terdapat kekurangan surat suara sebanyak 4 lembar;

195) Bahwa di TPS 6 Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir terdapat kelebihan surat suara sebanyak 4 lembar;

196) Bahwa di TPS 2 Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir terdapat kekurangan surat suara sebanyak 2 lembar dan ada perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

197) Bahwa di TPS 3 Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 lembar
198) Terdapat pula fakta bahwa Anggota KPPS di seluruh Kabupaten Kuantan Singingi menyobek gambar yang sudah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 Indra Putra, ST - Komperensi, SP, M.Si, sehingga suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjadi tidak sah dan menjadi surat suara rusak;
199) Daftar Penduduk Pemilih Potensial  DP4 disampaikan  ke Mendagri ke KPU RI sejumlah 232.000 pada saat Pencocokan dan Penelitian (coklit) untuk menjadi DPS berubah menjadi 197.000 setelah dipertanyakan oleh tim pasangan nomor urut 1 atas nama Masdar berubah menjadi DPT 215.000. Dengan berubah rubah data penduduk sebelum menjadi DPT menunjukan sejak awal keberpihakan KPUD untuk mendukung pasangan nomor urut 2 secara sistematis dengan cara menghilangkan nama pemilih pada basis-basis pendukung nomor urut 1 yang terdaftar di DPT sebelumnya, dan tindakan lain Termohon beserta jajaran di bawahnya untuk mengacak pemilih di DPT dengan cara membagi nama pemilih dalam satu keluarga namun mendapat undangan di TPS yang berbeda dan berjauhan;
200) Bahwa dugaan Ijazah Palsu Paket C Saudara H.Halim alias Aliang calon wakil bupati nomor urut 2, hal tersebut sudah Pemohon laporkan kepada Panwaslu Kabupaten dengan nomor laporan 50/LP/PILKADA/12/2015 pada tanggal 25 Desember dikarenakan Pemohon baru mengetahui mengenai informasi pemalsuan ijazah tersebut,dan pada tanggal 28 Desember 2015 Panwaslu Kabupaten Kuansing memberikan status laporan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dan memberikan rekomendasi untuk diteruskan ke Polres Kabupaten Kuantan Singingi dengan dugaan Pidana Umum;
201) Pengadaan surat suara melebihi dari jumlah DPT setelah ditambahkan 2,5% suara cadangan. Yang seharusnya berdasarkan DPT adalah 218.624 ditambah 2,5%  surat suara sejumlah 5.466 menjadi 224.090 surat suara, tetapi yang dicetak oleh KPU sebanyak 224.419 surat suara, sehingga ada kelebihan sebesar 329 surat suara.
202) Adanya upaya terencana dari Termohon dalam pembentukan KPPS, PPS dan PPK untuk memihak kepada salah satu pasangan calon yaitu dalam pembentukan KPPS, PPS dan PPK, Termohon tidak pernah berkoordinasi dan kerjasama dengan Pemerintahan setempat yaitu Camat dan Kepala Desa.  
203) Penolakan terhadap hasil Keputusan  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 91/Kpts/KPI-KAB-004.4.35177/XII/2015 Tentang Rekapitulasi hasil perhitungan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 bertanggal 16 Desember 2015 dilakukan Pemohon dengan alasan :
· PPK Kecamatan Pangean menyampaikan hasil perolehan suara tidak sesuai prosedur, terdapat perbedaan hasil suara yang menggunakan identitas lain; Formulir C1 : 369 suara sedangkan hasil pleno KPUD 404 suara.
· Perbedaan perolehan suara yang menggunakan indentitas lain; 
a. Kecamatan Tengah formulir C1 ;1496 suara Pleno KPUD 1405 suara.
b. Kecamatan Kuantan Mudik formulir C1 253 suara Pleno KPUD 219 suara.
c. Kecamatan Pucuk Rantau formulir C1 257 suara Pleno KPUD 228 suara.
d. Kecamatan Sentajo Raya formulir C1 489 suara Pleno KPUD 531 suara.
· Terdapat pemilih mencoblos tidak menggunakan alat yang disediakan KPUD tetapi dengan cara di sobek dan tindakan tersebut dibiarkan oleh PPS Kecamatan Benai dan Kecamatan Pangean.
· Sisa surat suara yang tidak disampaikan  pada sidang pleno dan berapa sisanya surat suara tidak jelas.
204) Bahwa pada hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten terdapat sebanyak 5.399 pemilih yang menggunakan KTP, dan pada saat pleno  pelaksanaan Pemohon meminta membuka kotak suara untuk mencocokkan data C1 yang Termohon miliki dengan C1 yang dimiliki Pemohon, namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon dan Panwas Kabupaten, Pemohon meminta untuk membuka kotak Suara di :

- Desa Kopah, Munsalo, Titian Modang, Sungai Jering, Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah.
- Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir.
205) Bahwa perolehan suara Pemohon berkurang di 193 TPS di seluruh Kabupaten Kuantan Singingi, modus yang dilakukan oleh Termohon yaitu dengan merusak surat suara yang sudah dicoblos ke pasangan nomor urut 1 yang di setiap TPS surat suara yang terpilih ke nomor 1 dirusak sebanyak 3 surat suara.
Atas dasar fakta hukum terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas, maka demi perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pilkada yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional,  akuntabilitas,  efisiensi, dan   efektivitas, beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dengan memerintahkan Termohon menyelenggarakan pemungutan suara ulang di : 
1) TPS 2 Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi;

2) TPS 3 Desa Talontam Kecamatan Benai;

3) TPS 1 Desa Siberakun Kecamatan Benai;

4) TPS 1 Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah

5) TPS 3 Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah;

6) TPS 1 Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan;

7) TPS 6 Kelurahan Sungai Jering  Kecamatan Kuantan Tengah;

8) TPS 7 Kelurahan Sungai Jering  Kecamatan Kuantan Tengah;

9) TPS 3 Desa Koto Kari, Kecamatan Kuantan Tengah;

10) TPS 1 Desa Pulau Panjang ilir Kecamatan Inuman;

11) TPS 1  Desa Pulau Panjang Hulu Kecamatan Inuman;

12) TPS 7 Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya;

13) TPS 1 Desa Geringging Jaya  Kecamatan Sentajo Raya;

14) TPS 1 Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik;

15) TPS 1 Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti;

16) TPS 2 Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti;

17) TPS 3 Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti;

18) TPS 3 Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya;

19) TPS 1 Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah;

20) TPS 2 Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah;

21) TPS 3 Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah;

22) TPS 4 Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah;

Atas dasar fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon uraikan diatas, maka beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015 sebagai berikut :

	No
	Nama Pasangan Calon
	Perolehan Suara

	1.
	Indra Putra, ST - Komperensi, SP, M.Si
	63.196

	2.
	Drs. Mursini, M.Si - H.Halim
	63.040

	3.
	Ir. Mardjan Ustha, MM - Muslim, S.Sos, M.Si
	32.983

	
	Jumlah
	159.219


Atau setidak-tidaknya :
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas Nama Drs. H. Mursini M.Si dan H. Halim; 
4. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 72/Kpts/KPU-KAB-004.435177/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 sepanjang penetapan Pasangan Calon atas Nama Drs. H. Mursini M.Si dan H. Halim;
5. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 91/Kpts/KPU-Kab-004.435177/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015;

6. Memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Kuantan Singingi tanpa diikuti pasangan calon Nomor urut 2 atas Nama Drs. H. Mursini M.Si dan H. Halim.
Atau setidak-tidaknya :
7. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di :
1) TPS 2 Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi;

2) TPS 3 Desa Talontam Kecamatan Benai;

3) TPS 1 Desa Siberakun Kecamatan Benai;

4) TPS 1 Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah

5) TPS 3 Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah;

6) TPS 1 Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan;

7) TPS 6 Kelurahan Sungai Jering  Kecamatan Kuantan Tengah;

8) TPS 7 Kelurahan Sungai Jering  Kecamatan Kuantan Tengah;

9) TPS 3 Desa Koto Kari, Kecamatan Kuantan Tengah;

10) TPS 1 Desa Pulau Panjang ilir Kecamatan Inuman;

11) TPS 1  Desa Pulau Panjang Hulu Kecamatan Inuman;

12) TPS 7 Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya;

13) TPS 1 Desa Geringging Jaya  Kecamatan Sentajo Raya;

14) TPS 1 Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik;

15) TPS 1 Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti;

16) TPS 2 Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti;

17) TPS 3 Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti;

18) TPS 3 Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya;

19) TPS 1 Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah;

20) TPS 2 Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah;

21) TPS 3 Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah;

22) TPS 4 Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah;

8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum serta Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu RI untuk melakukan supervisi dan pengawasn terhadap pelaksanakan putusan ini;
Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Hormat KUASA PEMOHON,

HERU WIDODO, S.H., M.Hum.            NOVITRIANA AROZAL, S.H.

SUPRIYADI, S.H.      DHIMAS PRADANA, S.H.
   AAN SUKIRMAN, S.H.
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